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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/ 415 /Kept./403.013/2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/146/Kept./403.013/2023 TENTANG PENERIMA BANTUAN 

LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL 

TEMBAKAU TAHUN 2023 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

buruh pabrik rokok, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) 

huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, 

Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan 

Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang 

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan surat dari Dinas Sosial Nomor 

400.9/1185/403.107/2023 tanggal 12 Desember 2023 

Hal permohonan persetujuan Keputusan Bupati atas 

Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang 

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 

Tahun 2023 maka terjadi perubahan karena terdapat 

kurang lebih 865 Penerima Manfaat yang tidak 

memenuhi syarat sebagai penerima BLT-DBHCHT 

dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat luar 

Kabupaten Magetan, dobel bansos dan resign dari 

pabrik rokok serta terjadi penambahan penerima BLT-

SALINAN 
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c. 

DBHCHT dengan alasan memenuhi kreteria penerima 

sesuai dengan pasal 4 Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian  Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber 

dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah 

dilakukan verval oleh Desa/Kelurahan dan Dinas 

Sosial selanjutnya mengusulkan penerima manfaat 

yang sudah memenuhi syarat sejumlah 865 orang; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, serta sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian 

Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 

188/146/Kept./403.013/2023 tentang Penerima 

Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati 

II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan D.I Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran 

5. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6397); 

 



4 

  

Paraf Koordinasi 

Bagian Hukum Pemrakarsa 
  

 

 

 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6845); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 122 ); 

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2023 Nomor 18); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 

188/146/Kept./403.013/2023 tentang Penerima Bantuan 

Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang 

Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
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Tahun 2023 dengan keseluruhan perubahan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 18 Desember 2023 

 

    Pj. BUPATI MAGETAN, 

                TTD 

HERGUNADI 
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